BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 5z TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN EEWENANGAN PEMEERIAN IZIN UBAHA MIERO DAN
EECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA EEA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. Tahwa herdasarkan Pazal 9 ayat {1] Perabuan Menten
Dalam Negeri Nomor BS Tahun 2014 tentansg Pedoman
Pemberian Tzin Usahe Mikmo dan Kecil terkait dengan
Pendelegasian Kewenangan dar Bupali kepada Carmnat,
maka pecrlu menctapkan Peraluran Bupall  entang
Pendelegasian Kewenangan Pemberian [zin Usaha Mikro

dan kecil kepada Camat di Kabupaten Natuna;
b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebaznimana
dimaksud hurf a di ates, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian
[zm Usaha Mikre Dan Kecil Kepada Camat I Kabupaten

e Natuna.

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomer 353 Tahun 1599 Tentang
Pernbenluksan Kabupaten Pelalawan, Kabupeten Rokan
Hulu, Eabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan HKota Batam (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tabun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 3902),
sehagaimana lelah dinbah beberapakal terakhir dengan
Undang-Undang Nomaor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Numor 53 Tabun 1999 Tentang
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Hula, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabipaien Karimun, Kabupaten Natuma, EKabupalen
Kuantan Singingi dan Kota Bateen [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tebhun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
Undang Undang Nomer 2% Tshun 2002 tentang
Pembentulkan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Reputilik Indonesia Talun 2002 Nomor 111, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42.37);
Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2008 Tentang Usaba
Mikro, Kccil dan Menengah (lembaran MNegara Rocpublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namnor 4866);

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan  Daerah  [Lembaran  Negara Republik
Imdonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 558Y), Scbagmimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tehun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor S679),

Feraturan Pemcrintah Nomor 17 Tabun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Miloo Kecil dan  Menengah (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor <,
Tambahan Lembatan Negara Rebuplik [ndenesia Nomor
S512),

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahum
2014 tentang Perizman Unfuk Usaha Mikro dan kecil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 83 Tehun 2014 tcntang Pedomean Pemberian Lzn
Usaha Mikro dan Kecil;

Peraturan Pupaiti Natuna Nomor 48 Tahun 2013
Tentang Pclimpahan Sebagian Kewenangan Bupali
Kepada Camat Untuk — Melaksanskan — Urusan



Menetapkan :
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Pemnerintahan Dasrah (Berita Deerah Kabupaten MNatuna
Tahun 2012 Nomor 48);

Peraturan Bupath Nomor 4% Tahun 2013 fentang Standar
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN pada
Keramatan Se-Kabupaten Naluna {Berita Daerah
Kabupaten Naluna Tahun 2014 Nomor 49);

Peraturan  Bupati Nomor 47 tahun 2014 ftenfang
Pelimpahan kewenang Penerbitan izin  dan Non i#n
Kepada Kantor Felayanan Perizinan Terpadu dan
Pengnamen Modal (Berita Daesrah Kabupaten Natuna
Tahuan 2014 Naoror 47);

MEMUTUSEAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKR(O DAN KECIL
KEFADA CAMAT DI KABUPATEN NATUNA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Paszal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan

1.
.
3.
4.
a8

Naerah adalah Kabupaten Natuna,

Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah Kabupalen Natuna.
Bupali adalah Bupati Natuna.

Camat adalah Camal di Kabupaien Natuna.

Usaha Mikro adalah usaha produlkcd mibk orang
perorangan danfatau badan uJsaba  perorangan yang
memenuhi kriteria nsaha mikro sebagaimena diatur dalam
Undang-Undang MNomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha
Mikro Keeil dan Menengah.

Usaha Keeil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, vang dilakukan oleh orang perorangan alau badan
usaha yang bukan merupsksn anak perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau, memjadi bagian baik langsung
maupun lidak langsung dari usaha menengah atau uzaha



besar yang memenull kmiteria usaha kecil sebagaimona
dimaksud dalam Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

7. I=in Usaha Mikro dan Kecil vang selanjutnya disinglot
denpan IUME adalah tanda Ievalites kepads sessorang atan
pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk n usaha
mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar,

8, Pemilik Usaha Mikra dan Kecil Sclanjutnya disingkat
dengan (PUMEK) adzalah orang vang melalukan usaha oukro
kecil di lokasi yang telah ditetapkan.

9, Lokasi UMK adalah tempat untuk menjelankan usaha
mikro dan kecl wang berada di lokas: sesusi dengan
domizili pelaku usaha.

BARE II
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pagal 2
Ruang lingknp dalam Peratwoan Bupati i meliputi
Pengaturan pemberian [UMK bagl PUME.

Pasal 3
Pringip Pemberian lzin Usaha Mikro dan Kedl adalah:
a, Proscdur sederhans, mudah dan cepad;
b. Terbula informasi bag pelaku usabha mikro dan Keeal;
c. Kepastian hukum serta kenyamanan dalarn wsaha,

Pazal 4

Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah:

a, Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha
dilokast vang telah ditetapkan,

b. Mendapatksn pendampingan untik penpembangan usaha;

i Mmdapaﬂ;ﬂ_n kemudahan dalam akscs pembiavasn ke
lembaga keuangan bank dan non bank; dan

1. Memdapaikanr  keudahan  dalem  Pemberdayaan dan
Pemerintah, Pemerintah  Daerah  danfateu  lembapga

‘l lainnya.
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BARE I
PELAKSANAAN

Pasal &

(1} Camat melakukan pendatasn dan menetaplkan lokasi
tethudap PUMK di  wilayahnya elalui lurah/kepala
desa.

(2] Pendataan pelaku ussha mikro dan kecil sehapaimana
dimaksud dalam ayat {1} dilakukan berdasarkan:

4. Identitas pelaku usaha mikro dan kecil;

b. Lokasi pelaku usaha mikro dean kecil yeng berada
diwilayah Kecamatan,

. Jenis tempal usaha;

d. Bidang usaha;

e. Besarnya rnodal usaha,

(3} Penetapan lokasi schagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan dengan memperhaliken kepentingan uamum,
aosial, budaya, estetika, ehomom, kearmnonan,
ketertiban, keschatan, kebersihan linglkungan,

Pasal &
1) PUMEK melakulkan pendaltaran TUME kepada Camzat.
{Z) PUMK haras melengkapi dan menvampaikan berkes
pendaftaran kepeda Camat.
(3] Tawa cara pendafiaran UMK sebagaimena dimaksud dalam
Fasal 6 avat {1) meliputi:
o  Permohonan IVME;
b. Pemeriksaan IUME;
¢. Pemberian IUME;den
d. Pencabutan dan tidak berlakunya [UME.
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Fazal ¥

(1) PUMK mengsjukan permohonan UMK schagaimans
dimaksud dalam Pasal 6 avat [3) huruf a kepada Camat.

(2} Permohonan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit harus melampirkan berkas permoheonan
sebagai beriloat:

a. Surat pengantar dari BT atau RW terkait lokasi usaha;
br. Kariy Tanda Pendudul
c. Kartu Keluargs,
d. Pa=z photo terbanl berwarna uluran 4 x 6 cm schanyak
dua lembar;
e. Mengizi formulir yang memuat lentang:
1] Nama;
2] Nomor KTF;
3] Nomaor Telepon;
4]  Alamalt,
2] Hepatan Usaha;
6] Sarmana usaha yang digunakan;
71 Jumlah Modal Usaha.

Pasal 8

(1} Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUME.

{2) Berkas pendaftaran  TUMK  wyang telah memenuhi
persyaratan menjudi dasar pemberian IUME,

{3} Dalam hal berkas pendaltaran UMK tidak memenulu
persyaratan, Comai mengembalikan  berkas  apgar
ditengkapi.

(4] Pengpembalian sebagaimona dimaksud pada avat ([3]
disampaikan kepads PUMEK paling lambat 1 [satu) han
kerja scjak  tangeal penéerimaan  surat  pormohonan
pendaftaran,
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Pasal 9

(1} Camat memberikan [IIMEK dalam beniuk naskah salua
lembar.

{2] TUMK diterbitkan paling lambat 1 {satu] hard kerja sejak
langpsl  penenmaan surat permohonan  pendaftaran
ditenma, lenglap dan benar,

(3] Pemberian UMK kepada usahs mikro dan kecil tidak
dikenakan biaya, retribusi, dan/ataa pungutan lainnya,

Pazal 1O
(1} Bentuk Naskah salu lembar sebagaimana dimaksud pada
pasal 9 ayat (1) mencakup hal hal sebagai berikut:
a. Kop Surat.
b. Nama [zin.

. Nomor Surat.

2

Dasar Hukum
&, Detail Pemohon, terdiri dari:
1] Nama
2} Nomeor KTP
d} MNama Usaha
4} Alamat
5) Nomor Telepon
8] NPFWP
T} Bentuk Usaha
f. Stkcr hologram anti pembajakan
g. Barcode
. Tanda tangan Camat/Lurah{Kepala Desa.
(2} Naskah setu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menggunakan perizinan sccard manual.

Pasal 11
1) Camat dapat mclakukan pencebutan IUMK scbagaimana
dimmaksud dalam Pasal & ayat (3) huraf d.
[2) Pencabutan UMK =zebagaimana dimalksud pada ayat (1)
dupal  dilskukan apsbila prmegang IUMK  melanggar
kctentuan prrundang-undangan.

 PARAF KDORDINASI

.
I
1 S50 Rk F o




Pasal 12

PUMEK mempunyal hak antara lain:

a melakukan kegiatan usaha

b mendapatkan informasi dan sosialisasi atan
pemberitahuan terkait dengan kegiatan sabsa

¢ mendapatkan  pembinoan dan kemudahan  dalam
pemberdayaan  dari pemerintah,  pemerintah daerah
dan/atau lembaga lainmya.

d mendapatkan kemudahan dalem akses pembiayaan ke
lembaga lkeuangan, bank dan non-hank.

Pas=al 13
PUME mempunyai kewajiban antara lain:
a. mecmatuhi ketentuan perundang-undangen
b. mematuhi kematan usaha sesual TUME.

Paaal 14
PUMK dilarang melakukan hal-hal sehagai berikoac
a4 Mempendaganekan barang danfatan jasa legal.
b PUMK vyang kewgialan usahanya bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAFORAN

Pasnf 15

(1} Bupati melald SKPD terkait melalukan momitoring dan
cvaluasi terhadap pemberan UMK di wilayahnya.

(2] Monitoring dan evaluasi sehagaimana dimaksud pada ayat
(1} dilaksanakan paling sedilat 2 {dua} kali dalam sctahun
dan /atau sewaktu waktu apabila dipertulan.

(3) Camal menyampailan laporan hasil pemuberian IUMK
kepada Bupati.
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BAB Y
PEMBINAAN DAN PENGAWABAN

Pazal 16
1) Bupati melalui SKPD terkait melakuksan pembinaan dan
peneawasan penyelenggaraan IUME.
{2} Pembinaan sehapaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:
g. Keoordinasi dengan Kementenan terkait
b. Monitoring dan Evahiasi.

Pasal 17
Camat melakukan pemhinaan dan pengawasan  terhadap
pelaksanasn pembenian IUME di wilayahnya.

Pasal 18
Pembinaan dan pengawasan mcliputi:
a. Pendataan
b. Fasililas akses permodalan
c. Peoneuatan Kelermmbagaan
d. Pembinaan dan Pendampingan Rimbingan Teknis
e. Mengembanghkan Kemitraan dengan dunia usaha
. Bosialisasi

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 19
Biaya pelakeansan pemberian [UME bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nepara dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah.



BAR VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan ini berlaku pada tanggal dinndangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya — memerintabkan
pengundangan Peraturan Bupeti ink dengan pencmpatannya
dalarn Benita Dacrah Eabupaten Natuna.

Ditetapkan di Natune
pada tanggal 7 Deesiber 206

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 7 becowper 2015

SEEKRETARIS DAERAH
EABUPATEN NATUNA,

L,

BYAMBURIZON

BERITA DAERAH KARUPATER NATUNA TAHUN 2013 NOMOR -7
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